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Abstrak 

 

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan 

pendidikan karakter siswa. Namun, kenyataannya  pendidikan karakter tidak 

terlaksana dengan baik dan belum berdampak kepada siswa. Hal ini disebabkan 

dalam proses pembelajaran lebih pada konteks penguasaan materi sehingga 

pengembangan aspek karakter tidak diperhatikan. Untuk tujuan itu, maka karakter 

sebagai tatanan pembentukan diri siswa di sekolah   harus mengembangkan tatanan 

pembelajaran yang kondusif dan bermakna bagi perkembangan nilai-nilai karakter 

yang muncul dari budaya sekolah tersebut. Penelitian ini dilandasi oleh teori civic 

education (Cogan), citizenship education continuum (David Kerr). Good character 

yang meliputi moral knowing, moral feeling, dan moral action (Thomas Lickona). 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji informasi tentang 

pengembangan karakter siswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan di SD Islam Al-

Azhar 30 Bandung. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi 

kasus, untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi 

secara intensif dan mendalam berkenaan dengan fenomena di atas. Teknik 

pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi partisipan 

dan non-partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur. Penulis merekomendasikan 

kepada guru pada umumnya dan guru PKn pada khususnya untuk selalu 

meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran dan kepada pemerintah dalam 

membuat kebijakan pendukung yang menunjang pembangunan karakter serta kepada 

peneliti untuk dapat meneliti lebih lanjut dengan menggunakan metode yang lain. 

 

Kata Kunci : civic education, pembelajaran PKn, karakter 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrian554@gmail.com


18 

 

UCEJ, Vol. 2 No. 1, April 2017, Hal. 17-30                              Adrian 

ISSN : 2541-6693                          e-ISSN : 2581-0391 
 

PENDAHULUAN 

Suatu bangsa yang demokratis 

tidak akan tercapai apabila warga 

negara tidak aktif dalam 

pemerintahannya sendiri. Artinya cita-

cita demokrasi hanya dapat diwujudkan 

dengan sesungguhnya bila setiap warga 

negara dapat berpartisipasi dalam 

pemerintahannya. Untuk mencapai hal 

tersebut, dibutuhkan peran Pendidikan 

Kewarganegaraan yang salah satunya 

adalah karakter warga negaranya. 

Karakter suatu bangsa yang demokratis 

harus mulai diterapkan sejak usia dini, 

yaitu pada masa sekolah dasar.  

Pendidikan Kewarganegaaraan 

mempu- nyai tujuan untuk membentuk 

siswa sebagai warga negara yang 

mempunyai karakter. Karakter yang 

diharapkan dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan turtuang dalam 

Undang-undang NKRI Nomer 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang 

isinya adalah 

Beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. Namun 

pada kenyataannya, masih ada 

tindak kekerasan, rendahnya 

etika, tidak toleransi, tidak 

saling menghargai. Maka dari 

itu, tujuan dan pengharapan 

dari Pendidikan Kewargane-

garaan belum tercapai. 

  

  Keterkaitan Pendidikan Kewar-

ganegaraan  terhadap pengembangan 

karakter dikemukakan oleh Cogan 

(1998:13) yang menyatakan 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah 

kontribusi atau dampak pendidikan 

terhadap pengembangan karakteristik 

yang menandai seorang warga negara. 

Maka dari itu, untuk mencapai warga 

negara yang berkarakter diperlukanlah 

lingkup pendidikan formal.  

 Dipihak lain kontribusi yang 

sama juga disampaikan oleh Djahiri 

(2002:90) dalam pernyataannya adalah 

bahwa dalam pembinaan karakteristik 

warga negara tersebut diperlukan 

rekayasa pendidikan dengan mengacu 

pada falsafah negara dan menjadikan 

sekolah sebagai laboratorium 

kewarganegaraan yang demokratis. 

 Sebagaimana yang dikemukakan 

di atas, dalam prakteknya menghadapi 

beberapa kendala yang mengakibatkan 

jauhnya tujuan pembelajaran PKn dan 

tidak bermakna. Pernyataan dari 

kelemahan PKn tersebut diungkapkan 

oleh Budimansyah (2009:18) yang 
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menyatakan bahwa pertama, proses 

pembelajaran dan penilaian lebih 

menekankan pada dampak 

instruksional yang terbatas pada 

penguasaan materi/pada dimensi 

kognitif. Kedua, pengelolaan kelas 

belum mampu menyiapkan suasana 

kondusif dan produktif untuk 

memberikan pengalaman belajar 

kepada siswa. 

  Kelemahan lainnya 

disampaikan oleh Winataputra 

(2001:17) adalah : 

yang menitikberatkan kepada 

pemberian PKn berubah peran 

dan fungsi menjadi proses yang 

indoktrinasi ideologi negara 

yang cenderung mengabaikan 

konsep, visi, misi, dan strategi 

pendidikan demokrasi sehingga 

terkesan kurang memberi 

dampak instruksional dan 

pengiring bagi tumbuhnya 

wawasan, nilai, sikap, dan 

keterampilan demokrasi. 

 

Sekolah dasar sebagai pusat 

sentral dalam pengembangan karakter 

bukan hanya mengalami kelemahan 

dari segi pembelajaran tapi segi moral 

yang masih jauh dari  harapan. Padahal, 

moral adalah faktor utama dalam 

pembentukan karakter siswa , baik di 

sekolah, di rumah, maupun 

dilingkungan masyarakat.  

 Hal tersebut sejalan yang 

dikemukakan oleh Adler (Sidi, 

2001:78) ada beberapa tujuan pokok 

pendidikan dasar pada semua situasi, 

yaitu mempersiapkan anak didik untuk 

menjadi orang yang bermoral. 

Dari uraian tersebut, sejalan 

dalam penjelasan Undang-Undang 

NKRI Sistem Pendidikan Nasional 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 37 

menjelaskan bahwa pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi wajib memuat Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 Tujuan akhir dari Pendidikan 

Kewarganegaraan di sekolah dasar 

bukan hanya ketanggapan, kritisasi, 

dan kreatifitas sosial tetapi penanaman 

moral yang diharapkan dapat 

membentuk akhlak mulia siswa 

sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang NKRI Nomer 20 

Tahun 2008 Pasal 3 menyatakan 

menanamkan moral yang diharapkan 

pada karakter  berakhlak mulia konteks 

kehidupan bermasyarakat secara tertib, 

damai, dan kreatif. 
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Pandangan tersebut sesuai 

dengan penyataan Depdiknas (2000:23) 

yang menyatakan bahwa: 

pendidikan dasar bertujuan 

memberikan bekal kemampuan 

dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan sikap dan 

kemampuan serta memberikan 

pengetahuan dan keterampilan 

dasar yang diperlukan untuk 

hidup dimasyarakat serta 

mempersiapkan peserta didik 

yang memenuhi persyaratan 

untuk mengikuti pendidikan 

menengah. 

 

Menurut Bronson (1998:8) 

Pendidikan Kewarganegaraan 

menekankan pada tiga aspek, yaitu 

civic knowledge, civic diposition, dan 

civic skills. Pada sekolah dasar ketiga 

kompetensi  tersebut harus diterapkan 

secara berimbang agar dapat 

membentuk siswa menjadi manusia 

seutuhnya. 

 Untuk mencapai pada 

pengetahuan, watak, dan keterampilan 

harus mengacu pada pengembangan 

berbagai potensi siswa  baik secara 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Kerr ( 

Winataputra dan Budimansyah, 

2007:6) : 

education for citizenship yang 

bertitik berat pada seperangkat 

pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan sikap, serta 

nilai dan watak-watak tertentu 

akan berguna bagi siswa dalam 

partisipasinya dikehidupannya 

sehari-hari. Selain itu, 

pembelajaran haruslah 

kontekstual sehingga akan 

memberikan pengalaman 

belajar yang bermakna bagi 

siswa. 

 

  Berdasarkan penjelasan di atas 

penulis tertarik untuk menganalisis dan 

mengkaji mengenai pembentukan 

karakter siswa yang harus 

dikembangkan dalam pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang 

mengarah pada terwujudnya karakter  

yang dapat diandalkan pada siswa 

sekolah dasar. Maka dalam tesis ini, 

peneliti mengangkat judul penelitian 

mengenai “Pengembangan Karakter 

Siswa Melalui Pendidikan 

Kewarganegaraan”. Sub-sub 

permasalahan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana cara mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam mata 

pelajaran  PKn pada tahap 

perencanaan ? 

2. Bagaimana cara mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam mata 
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pelajaran PKn pada tahap 

pelaksanaan ? 

3. Bagaimana cara mengintegrasikan 

pendidikan karakter dalam mata 

pelajaran PKn pada   tahap 

penilaian? 

 

PEMBAHASAN 

Cara mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran  PKn 

pada tahap perencanaan 

Menurut Komalasari (2010:58) 

dalam  merencanakan suatu 

pembelajaran diperlukan desain 

pembelajaran yang lebih menunjuk 

kepada cara-cara merencanakan suatu 

sistem lingkungan belajar tertentu 

setelah ditetapkan strategi 

pembelajaran tertentu.  Maka dari itu 

berdasarkan  penjelasan di atas, guru 

dalam melaksanakan tugasnya harus 

profesional dan memahami serta 

memiliki keterampilan dalam 

mengambangkan proses pembelajaran 

yang efektif, kreatif dan menyenangkan 

sebagaimana tersirat dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI Nomor 41 

tahun 2007 tentang standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah menjelaskan bahwa 

perencanaan proses pembelajaran harus 

meliputi silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 

Cara mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran  PKn 

pada tahap pelaksanaan 

Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI Nomor 41 

tahun 2007 tentang standar proses 

untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran harus 

melingkupi : 

1. Implementasi dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (Rpp). 

2. Pelaksanaan pembelajaran meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan 

inti, dan kegiatan penutup. 

Menurut Komalasari (2010:232) 

tahap pembelajaran merupakan inti 

proses pendidikan. Maka dari itu, 

peningkatan kualitas pendidikan perlu 

difokuskan pada kualitas pembelajaran. 

Dalam suatu sistem pendidikan, 

subsistem pembelajaran meliputi 

beberapa komponen sebagai berikut : 

a.  Peserta didik 
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Komponen peserta didik adalah 

salah satu komponen terpenting 

karena adanya kebutuhan peserta 

didik inilah yang memicu suatu 

proses pembelajaran. Peserta didik 

merupakan input suatu proses 

pendidikan yang harus 

ditransformasikan menjadi lulusan 

yang berpengetahuan luas, 

kompeten, berketerampilan tinggi, 

serta memiliki sikap dan perilaku 

yang sesuai dengan norma di dalam 

masyarakat tempat mereka berada. 

b. Guru 

Guru memiliki peran strategis dalam 

proses pembelajaran karena 

fungsinya sebagai narasumber 

/fasilitator dalam proses 

pembelajaran. Kompetensi dan 

profesionalisme guru sangat penting 

dalam proses transformasi peserta 

didik guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang dikehendaki. 

  

c. Materi dan bahan 

Materi dan bahan ajar didasarkan 

pada tujuan pembelajaran dan 

kurikulum yang telah disepakati. 

Bahan pembelajaran berperan 

penting dalam proses pendidikan 

yang bertujuan meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan 

peserta didik, menumbuhkan sikap 

yang positif terhadap lingkungan 

dan dunia tempat tinggalnya serta 

berperilaku sesuai dengan norma 

masyarakat.   

d. Media 

Media berfungsi membantu peserta 

didik dan pengajar dalam 

menciptakan suatu proses 

pembelajaran yang efektif. 

Pemilihan media pembelajaran yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dan karakteristik 

materi yang diajarkan dapat 

membantu pencapaian tujuan 

pembelajaran tercapai dengan baik. 

e. Sarana dan prasarana 

Proses pembelajaran tidak dapat 

berlangsung dengan baik tanpa 

tersedianya sarana dan prasarana 

yang memadai untuk mendukung 

proses pembelajaran yang efektif. 

Sarana dan prasarana ini dapat 

berupa perangkat keras ataupun 

perangkat lunak          

f.   Biaya 

Salah satu subsistem dalam 

pembelajaran adalah biaya. 
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Ketersediaan biaya yang dapat 

menunjang kebutuhan setiap 

subsistem merupakan unsur 

penentu tercapainya kualitas 

pembelajaran. Rekrutmen dan 

penorganisasian peserta didik, 

insentif guru yang berkeadilan, 

pengembangan dan penyediaan 

bahan ajar yang berkualitas, 

penyediaan dan penggunaan media 

yang tepat guna dan penyediaan 

sarana dan prasarana yang 

memadai seluruhnya 

membutuhkan biaya yang cukup.

          

g.  Kurikulum tersembunyi 

Pada dasarnya peserta didik tidak 

hanya belajar dari materi dan bahan 

ajar yang disampaikan oleh guru di 

kelas. Keseluruhan lingkungan 

sekolah, interaksi antar peserta 

didik dan antara guru dengan 

peserta didik, budaya sekolah 

bahkan lingkungan tempat tinggal 

peserta didik amat memengaruhi 

proses pembelajaran. Sarana dan 

prasarana yang dimiliki peserta 

didik , baik yang dipergunakan di 

sekolah maupun dalam proses 

belajar mandiri di rumah sangat 

menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran pula. 

 

Cara mengintegrasikan pendidikan 

karakter dalam mata pelajaran  PKn 

pada tahap evaluasi 

Evaluasi merupakan 

serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan 

menafsirkan data tentang proses dan 

hsil belajar siswa yang dilakukan 

secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna dalam 

mengambil keputusan (Depdiknas, 

2003:20). 

Sedangkan menurut Djahiri 

(2005:2) evaluasi pembelajaran PKn 

merupakan momentum/instrumen 

untuk mengukur/menilai tingkat 

keberhasilan, kegagalan, kelebihan atau 

kekurangan proses dan hasil belajar 

serta momentum untuk melakukan 

relearning yang bersifat kontinyu, 

multidimensional, dan terbuka. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya evaluasi kompetensi 

pembelajan dapat diukur 

ketercapaiannya.  
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Komalasari (2010) berpendapat 

Alat-alat penilaian yang digunakan 

guru di sekolah dapat berupa alat 

penilaian standar dan alat penilaian 

buatan guru sendiri. Alat penilaian 

standar bersumber dari pemerintah atau  

lembaga pembuat alat-alat penilaian, 

sedangkan penilaian guru bersumber 

dari guru sekolah. Sebuah alat 

penilaian yang sudah distandarisasikan 

disebut sebagai alat penilaian standar, 

biasanya dilengkapi dengan sebuah 

manual. Manual ini memuat 

keterangan-keterangan terutama yang 

menjelaskan tentang pelaksanaan, 

menskor, dan mengadakan interpetasi.

           

Komalasari (2010) menegaskan 

bahwa penilaian kelas menghasilkan 

informasi pencapaian kompetensi 

peserta didik yanng dapat digunakan, 

antara lain: 

1. Perbaikan atau remedial bagi peserta 

didik 

Perbaikan atau remedial diberikan 

kepada peserta didik yang belum 

mencapai kriteria ketuntasan belajar. 

Kegiatan dapat berupa tatap muka 

atau diberi kesempatan untuk belajar 

sendiri. Waktu remedial diatur 

berdasarkan kesepakatan antara 

peserta didik dengan guru, dapat 

dilaksanakan pada atau di luar jam 

efektif. Remedial hanya diberikan 

untuk indikator yang belum tuntas.  

2. Pengayaan 

Pengayaan dilakukan bagi peserta 

didik yang memiliki penguasaan 

lebih cepat dibandingkan peserta 

didik lainnya atau peserta didik yang 

mencapai ketuntasan belajar ketika 

sebagian besar peserta didik yang 

lain belum. Peserta didik yang 

berprestasi perlu mendapat 

pengayaan agar dapat 

mengembangkan potensi secara 

optimal. Salah satu kegiatan 

pengayaan, yaitu memberikan 

materi tambahan, latihan tambahan 

atau tugas individual yang bertujuan 

untuk memperkaya kompetensi yang 

telah dicapainya. Hasil penilaian 

kegiatan pengayaan dapat 

menambah nilai peserta didik pada 

mata pelajaran yang bersangkutan.

          

3. Bagi Guru 

Guru dapat memanfaatkan hasil 

penilaian untuk perbaikan program 

dan kegiatan pembelajaran. 
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Misalnya, guru dapat mengambil 

keputusan terbaik dan cepat untuk 

memberikan bantuan optimal 

kepada kelas dalam mencapai 

kompetensi yang telah ditargetkan 

dalam kurikulum atau guru harus 

mengulang pelajaran dengan 

mengubah strategi pembelajaran dan 

memperbaiki program 

pembelajarannya. Perbaikan 

program tidak perlu menunggu 

sampai akhir semester, karena bisa 

saja perbaikan itu akan sangat 

terlambat. 

4. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penilaian dapat digunakan 

kepala sekolah untuk menilai kinerja 

guru dan tingkat keberhasilan siswa. 

Dalam hal ini, kepala sekolah dapat 

menggunakan hasil penilaian untuk 

memacu kinerja guru untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang 

gemilang. 

SIMPULAN 

1. Cara Mengintegrasikan Pendidi-

kan Karakter dalam Mata 

Pelajaran PKn pada Tahap 

Perencanaan. 

Pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam Pendidikan 

Kewarganegaraan pada tahap 

perencanaan menurut guru-guru PKn 

pada kelas rendah dan tinggi di SD 

Islam Al-Azhar 30 Bandung, yaitu 

membuat silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Dalam membuat silabus dan RPP harus 

memuat nilai-nilai sikap dan perilaku 

agar kelak mereka menjadi individu 

atau warga negara mempunyai potensi  

yang diharapkan, baik dilingkungan 

sekolah maupun di luar sekolah. Selain 

dari itu, untuk mendukung program-

program dari silabus dan RPP yang 

dilakukan di SD Islam Al-Azhar 30 

Bandung adalah dibuat program 

semester dan program tahunan.       

    

2. Cara mengintegrasikan pendidi-

kan karakter dalam mata 

pelajaran PKn pada tahap 

pelaksanaan 

a. Langkah - langkah pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru - guru 

PKn pada kelas rendah dan tinggi 

di SD Islam Al-Azhar 30 Bandung 

mencakup kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 
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Dari cakupan tersebut dalam 

proses pembelajaran harus 

adanya stimulus atau rangsangan. 

Dengan adanya stimulus atau 

rangsangan akan terjadinya 

interaksi sehingga potensi diri 

siswa selama proses 

pembelajaran menjadi terbentuk 

dan pembelajaran lebih 

bermakna. 

b. Metode pembelajaran menurut 

guru-guru PKn pada kelas rendah 

maupun tinggi di SD Islam Al-

Azhar 30 Bandung dengan metode 

yang tepat akan menghasilkan 

tujuan pembelajaran yang 

maksimal. Kegunaan metode 

tersebut adalah  siswa dikondisikan 

pada proses pembelajaran yang 

lebih terarah dan bermakna. 

Metode pembelajaran yang 

dilaksanakan di SD Islam Al-Azhar 

30 Bandung oleh guru Pkn di kelas 

rendah, yaitu ceramah, tanya jawab, 

diskusi, dan demonstrasi. 

Sedangkan pada kelas tinggi, yaitu 

pengamatan, tanya jawab, diskusi, 

dan demonstrasi. 

c. Media menurut guru-guru PKn 

pada kelas rendah maupun tinggi di 

SD Islam Al-Azhar 30 Bandung 

bahwa pelaksanaan pembelajaran di 

kelas tanpa menggunakan media 

akan sulit siswa untuk bisa 

memahami. Tapi dengan adanya 

media siswa akan menjadi aktif dan 

terjadinya interaksi dalam proses 

pembelajaran sehingga materi 

pembelajaran dapat dicerna dengan 

mudah. 

d. Sarana prasarana menurut guru-

guru PKn pada kelas rendah 

maupun tinggi di SD Islam Al-

Azhar 30 Bandung merupakan 

salah satu komponen terpenting 

dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, 

dengan adanya sarana dan 

prasarana yang baik proses 

pembelajaran siswa menjadi 

nyaman dan menikmati jalannya 

pembelajaran sampai akhir 

terutama pembelajaran berupa 

praktek akan lebih memudahkan 

siswa dalam mencerna materi 

dengan baik. 
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3. Cara mengintegrasikan pen-

didikan karakter dalam mata 

pelajaran PKn pada tahap 

penilaian. 

Penilaian diasumsikan menurut 

guru-guru PKn pada kelas rendah 

maupun tinggi di SD Islam Al-Azhar 

30 Bandung sebagai suatu alat untuk 

mengukur tercapai tidaknya 

pembelajaran. Penilaian yang 

dilakukan adalah pertama, penilaian 

tahap proses (teknik non-tes). Penilaian 

ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran dari nilai-nilai tingkah laku 

siswa. Penilaian yang dilakukan pada 

tahap proses ini yang dilakukan di SD 

Islam Al-Azhar 30 Bandung adalah 

religius, kejujuran, disiplin, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

air, bersahabat, cinta damai, peduli 

sosial, dan tanggung jawab. Kedua, 

penilaian tahap hasil (teknik tes). 

Penilaian ini dilakukan untuk 

memperoleh nilai-nilai secara tertulis.  

Penilaian tertulis yang dilakukan di SD 

Islam Al-Azhar 30 Bandung adalah 

siswa dapat menjawab soal-soal 

berbentuk pilihan ganda, isian singkat, 

dan uraian/essay. 
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